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ABSTRAK 

Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memacu berbagai 
macam aspek dalam sendi kehidupan tidak terkecuali aspek kejahatan. Internet telah 
menghadirkan realitas kehidupan baru bagi umat manusia. Kejahatan perjudian 
mengalami perkembangan dengan mengunakan sarana online atau yang sering 
disebut internet gambling. Di kota besar seperti Yogyakarta perjudian online 
merupakan hal yang tidak asing lagi. Perjudian online merambah dari masyarakat 
kalangan atas hingga kalangan bawah. Kepolisian sebagai penegak hukum terdepan 
dalam menegakkan keamanan dan keadilan hukum juga penanggulangan dalam 
perjudian online yang sedang marak terjadi. Perlu kerja keras yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak kejahat perjudian online. Dari 
latar belakang di atas maka dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut: 1. 
bagaimana upaya penegakan hukum dalam menanggulangan perjudian online oleh 
Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2. bagaimana hambatan-hambatan dalam 
melakukan penegakan hukum penanggulangan perjudian online yang di lakukan oleh 
Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata 
masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk 
menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya 
menuju kepada penyelesaian masalah. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan yaitu 
meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif 
analitik yaitu penganalisaan data  untuk menggungkap, menggambarkan dan 
menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diteliti. Data yang 
diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan metode 
deskriptif kualitatif yaitu metode analisa data dengan cara memaparkan semua data 
yang kemudian dianalisis dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa penegakan hukum dalam 
menanggulangi perjudian online oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 
penyelidik menyamar ikut bermain judi online untuk memperoleh identitas pelaku 
atau bandar, melakukan penyidikan dan konsultasi dengan pakar IT. Penanggulangan 
dilakukan dengan represif dan preventif. Penanggulangan represif diantaranya 
melakukan penyelidikan, penyidikan dan penyergapan. Penanggulangan preventif 
diantaranya pendeteksian dan pendataan terhadap situs perjudian online. Data yang 
diperoleh kemudian disampaikan ke Mabes Polri dan Menkominfo untuk dilakukan 
pemblokiran. Melakukan operasi pekat serta membentuk tim khusus perjudian online. 
Hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum penanggulangan perjudian online 
yaitu server perjudian online berada di luar negeri, nomor rekening pelaku dilindungi 
oleh kerahasiaan bank, sulit mengungkap barang bukti, kurangnya sumber daya 
kepolisian dan sulit menemukan saksi.  
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
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karunia serta shalawat dan salam saya panjatkan kepada nabi Muhammad SAW, tak 

lupa kepada semua keluarga dan para sahabatnya yang tiada henti, khususnya dengan 
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sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan 

informatika atau di singkat teknologi telematika serta meluasnya pergerakan 

infrastruktur informasi global telah merubah juga pola dan cara kegiatan bisnis di 

bidang industri perdagangan dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi berbasis 

ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang 

dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan 

informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa.1  

Kemajuan teknologi dan komunikasi telah merubah tatanan masyarakat 

dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang bersifat global. 

Perubahan ini dikarenakan oleh kehadiran teknologi dan informasi. Perkembangan 

teknologi informasi bergabung dengan media elektronik sehingga melahirkan 

piranti baru yang disebut internet.2 Internet adalah jaringan komputer yang 

dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, melalui 

proyek ARPA yang disebut ARPANET (Advanced Research Project Agency 

Network), di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan 

                                                             
1 Budi Agus Riswandi, Hukum dan internet, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 3-4. 
 
2
 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), (Jakarta: 

PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 103. 
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software komputer yang berbasis UNIX, kita bisa melakukan komunikasi dalam 

jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon.3  

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru bagi umat manusia. 

Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan media 

internet orang dapat melakukan berbagai aktifitas yang dalam dunia nyata sulit 

dilakukan karena terpisah oleh jarak dan waktu, menjadi lebih mudah. Suatu 

realitas yang berjarak berjuta-juta kilometer dari seseorang berada, dengan media 

internet dapat dihadirkan di hadapan orang lain. Orang dapat melakukan transaksi 

bisnis, berbincang dengan kolega, belanja, belajar, mengikuti seminar yang 

diselengarakan di berbagai Negara di dunia dan berbagai aktifias lainya layaknya 

dalam kehidupan nyata.4  

Tidak dapat terlepaskan dari sarana pendukung internet yaitu komputer. 

Komputer berasal dari bahasa Latin Computare yang berarti menghitung (to 

compute), karena pada awalnya komputer di rancang digunakan untuk keperluan 

perhitungan. Inspirasi di ambil dari alat hitung tertua bernama “Abaccus” 

(300SM) atau lebih dikenal dengan Sipoa berasal dari Negara Cina.5 Definisi 

komputer menurut Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika (LPKIA) 

dalam buku Mengenal Dunia Komputer adalah serangkaian atau kumpulan mesin 

elektronik yang bekerja bersama-sama, dan dapat melakukan rentetan atau 

                                                             
3 http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet, akses 10 Februari 2013. 
 
4 Ach. Tahir, Cyber Crime (Akar Masalah Dan Solusi Penaggulanganya), (Yogyakarta: 

Sunan Kalijaga Press, 2010), hlm. 14. 
 
5 Melwin Syafrizal, Pengantar Jaringan Komputer, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 

2005), hlm. 7. 
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rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi atau program yang 

diberikan kepadanya.6 

Dalam perkembangan internet muncul berbagai macam kejahatan yang 

dilakukan dengan sarana internet baik kejahatan yang dilakukan individu sampai 

kejahatan kelompok. Adanya fasilitas internet memunculkan kejahatan baru yang 

dinamakan kejahatan dunia maya (cyber crime), sementara definisi tentang 

kejahatan dunia maya (cyber crime) masih mempunyai banyak versi. Menurut 

Kepolisian Inggris, Cyber crime adalah segala macam penggunaan jaringan 

komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan 

menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.7 Dalam cyber crime terdapat 

berbagai macam kejahatan-kejahatan yang menimbulkan masalah sosial. Salah 

satunya yang sedang marak dilingkungan masyarakat adalah perjudian yang 

dilakukan dengan sarana internet atau lebih dikenal dengan judi online.  

Permainan judi online sangat digemari dikarenakan sistem judi online 

sangat mudah di akses dan lebih aman dibandingkan dengan perjudian biasa atau 

tradisional. Jenis-jenis perjudian online yang dipertarukan diantaranya yaitu 

permainan sepak bola, kartu poker, lotre, roulete, kasino ,sicbo ,togel dan 

permainan lainya. Berbagai situs judi online yang terkenal diantaranya situs lokal 

yaitu Dewapoker.com, Bookie7.com, Betme88.com, Fairbet88.com, 

Agenjudibola.net, Promosi365.com, Agencasinoindonesia.com, Indosbobet.com 

                                                             
6 Widyopramono, Kejahatan Di Bidang Komputer, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

1994), hlm. 12. 
 
7 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara …, hlm. 40. 
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Winning365.com, dan Arenabetting.com. Situs Internasional: Bwin, PartyGaming, 

Betfair, Bet365, William Hill, Ladbrokes, Mangas Gaming, Paddy Power, Unibet, 

Sportingbet dan masih banyak situs lainya.8  

Di kota besar seperti Yogyakarta perjudian online merupakan hal yang 

tidak asing lagi. Perjudian online merambah dari masyarakat kalangan atas hingga 

kalangan bawah.  Seperti yang diberitakan oleh Harian Jogja Senin, 24 Desember 

2012 bahwa perjudian jenis togel marak di sejumlah wilayah di Yogyakarta. 

Sayangnya, hingga saat ini polisi kesulitan untuk menanggulangi penyakit 

masyarakat ini. Kasatreskrim Polres Bantul AKP Alaal Prasetya mengatakan 

cukup sulit mengusut peredaran judi togel karena sekarang modus operadi yang 

digunakan  online, banyak situs perjudian yang bebas di akses, siapa saja bisa jadi 

Bandar.9  

Informasi yang sama seperti diatas diperoleh dari Harian Jogja Senin, 24 

Desember 2012 yaitu bahwa perjudian jenis togel marak di sejumlah wilayah di 

Yogyakarta, bahkan pengecer togel mampu meraup omzet hingga Rp 1,5 juta 

setiap harinya. Dengan menggunakan layanan pesan singkat, memudahkan para 

pengecer untuk melakukan praktik yang terselubung dan terhindar dari kejaran 

polisi.  Menurut salah satu warga Kecamatan Sanden, Memet (nama samaran), 

belum lama ini ada pertemuan rahasia di wilayah pesisir Bantul untuk perekrutan 

calon pengecer togel. Di samping syarat mengumpulkan kartu tanda penduduk 

                                                             
8 http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/334384-inilah-10-situs-judi-online-terbesar, 

akses 10 februari 2013. 
 
9http://www.harianjogja.com/baca/2012/12/24/judi-togel-polisi-kesulitan-mengatasi-

361409, akses 14 Februari 2013. 



5 
 

(KTP), para calon itu juga harus setia menjaga kerahasiaan jaringannya dan tidak 

boleh buka mulut untuk menyeret rekan seprofesi. Jika tertangkap polisi kalau di 

penjara jatah untuk keluarga yang di tinggalkan sekitar Rp 50.000 tiap hari. 

Dia mengaku sudah meninggalkan pekerjaannya sebagai pengecer, laki-

laki berumur 35 tahun itu masih mengenal seluk-beluk bisnis togel. Togel pakai 

kupon sudah tidak jalan terakhir sekitar 2003 lalu. Sekarang modus operandi yang 

digunakan online, pesan cukup lewat short message service (SMS) ke pengecer. 

Meski tidak mengenal bandar yang dulu menjadi atasannya, Memet menjelaskan 

bisnis togel dapat merebak karena adanya dukungan dari sejumlah aparat nakal. 

Dari total pemasukan, bisa 60 persen yang dihabiskan untuk membayar pajak 

keamanan. Selain untuk aparat nakal di sejumlah daerah juga disetorkan hingga ke 

karang taruna istilahnya untuk mengisi kas. Bantul belum begitu marak, sebab 

masih menginduk bandar dari Kota Jogja.10  

Faktor-faktor penyebab timbulnya perjudian disebabkan oleh beberapa hal 

yang dapat dikatakan erat hubungannya dengan sebab-sebab yang menimbulkan 

kejahatan. Secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas 

terdiri atas dua bagian, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri 

individu (intern) antara lain tingkat pendidikan, faktor agama, psikologi dan faktor 

yang bersumber dari luar diri individu (ekstern) faktor ekonomi, pergaulan, dan 

lingkungan keluarga.11 

                                                             
10

 http://www.harianjogja.com/baca/2012/12/24/sehari-omzet-pengecer-togel-rp15-juta-
361389, akses 14 Februari 2013. 

 
11 Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm. 44-46. 
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Dalam hal perjudian online pemerintah berupaya memberantas kegiatan 

judi online sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa judi online tidak terpantau 

oleh hukum. Hukum di Indonesia telah mengatur tentang perjudian yaitu Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, PP No 9 Tahun 1981 

tentang Pelaksanaan UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana dalam pasal 

13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Kepolisian terutama salah satu pihak terdepan yang menegakkan 

keamanan dan keadilan hukum yang paling berperan penting dalam kasus 

perjudian online yang sedang marak terjadi. Untuk itu perlu kerja keras yang 

harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak 

kejahatan perjudian online.  

Dari beberapa sumber diatas memperlihatkan bagaimana perjudian yang 

dilakukan dengan sarana elektronik atau online merupakan hal yang dilarang 

dalam undang-undang. Peran serta masyarakat penting dalam upaya 

penanggulangan perjudian online. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang 

baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum akan mempermudah kepolisian 

dalam membongkar perjudian online tersebut.  
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan singkat latar belakang masalah tersebut 

menghasilkan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam rangka menanggulangi 

perjudian online oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ? 

2. Apa yang menjadi hambatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta  dalam 

melakukan penegakan hukum untuk menanggulangi perjudian online di 

wilayah Yogyakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian 

Online di Yogyakarta (Studi Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah  

1. Memahami dan mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum dalam 

rangka menanggulangi perjudian online oleh Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

2. Memahami dan mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat 

dalam melakukan penegakan hukum untuk menanggulangi perjudian 

online oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di wilayah Yogyakarta 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian 

Online di Yogyakarta (Studi Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wacana, dan 

wawasan ilmu pengetahuan hukum terutama hukum pidana mengenai 

tindak pidana perjudian online. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Memberi pengetahuan tentang perjudian online yang secara sah 

melanggar hukum dan merugikan, sehingga masyarakat harus 

berpartisipasi untuk mengungkap tindak pidana perjudian. 

b. Bagi Pelaku Perjudian 

Memberi pengetahuan bahwa perjudian online tersebut dilarang dan 

dapat dikenai sanksi hukuman pidana. 

E. Tinjauan Pustaka 

 Sebagai saran dan sumber literatur dalam penulisan tentang upaya polri 

dalam penanggulangan judi online di Yogyakarta, maka beberapa penelitian yang 

telah dilakukan di antarnya Tesis karya Sugeng Tiyarto yang mengambil judul 

Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian 

Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2006. Permasalahan 

yang dihadapi yaitu apakah kebijakan hukum pidana di Indonesia yang ada saat 

ini telah memadai dalam rangka menanggulangi perjudian dan bagaimana 

kebijakan aplikatif hukum pidana. Serta bagaimana kebijakan formulasi hukum 

pidana di masa yang akan datang untuk menanggulangi tindak pidana perjudian. 
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Hasil dari penelitian tersebut di antaranya yaitu kebijakan formulasi hukum 

pidana di Indonesia sudah dapat digunakan untuk mengatasi tindak pidana 

perjudian, pertanggungjawaban pidana tindak pidana perjudian hanya dibebankan 

kepada orang perorangan tidak menganut sistem pertanggungjawaban yang 

dibebankan kepada korporasi. Penerapan sanksi pidana terhadap pembuat tindak 

pidana perjudian dengan sistem minimum umum dan sistem maksimum khusus 

dapat mendistribusikan kekuasaan pemidanaan lainnya di tingkat bawah. 

Kebijakan penanggulangan di masa yang akan datang untuk mengantisipasi tindak 

pidana perjudian di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan sarana 

penal.12 

 Skripsi yang disusun oleh Cecilia Bhekti K. Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya Malang Tahun 2008 berjudul Upaya Polri Dalam Menanggulangi 

Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Kalangan Masyarakat (Studi Di 

Polres Malang). Pokok permasalahan di antaranya yaitu bagaimana penegakan 

hukum dalam rangka menanggulangi perjudian togel oleh Polres Malang, 

hambatan apa yang dialami oleh Polres Malang dalam melakukan penegakan 

hukum untuk menanggulangi perjudian togel di wilayah Kabupaten Malang. 

Upaya apakah yang dilakukan oleh Polres Malang mengatasi hambatan dalam 

menanggulangi perjudian togel. Dari hasil penelitian tersebut yaitu tindak pidana 

perjudian togel masih sangat tinggi terjadi di masyarakat untuk itu dibutuhkan 

peran polri yang maksimal guna menanggulangi terjadinya peningkatan di 

                                                             
12 Sugeng Tiyarto, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan 

Perjudian,” tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang, (2006). 
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kalangan masyarakat. Hambatan yang dialami oleh Polres Malang dalam 

menanggulangi tindak pidana perjudian togel yaitu tempat transaksi perjudian 

togel berpindah-pindah, sulitnya mengungkap barang bukti, kurangnya kepedulian 

dan kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Polres Malang dalam 

menanggulangi tindak pidana perjudian togel di kalangan masyarakat yaitu 

dengan upaya pencegahan preventif dan represif.13 

 Skripsi yang berjudul Upaya Polri Di Dalam Mengungkap Modus 

Operandi Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Sub.Bag Reskrim Polwil Malang) 

merupakan skripsi yang disusun oleh Moh. Arif Fahlevianto R. tahun 2008 

Universitas Brawijaya Malang. Rumusan masalah di antaranya bagaimana realita 

dan modus operandi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polwil Malang, 

bagaimana upaya yang dilakukan Polwil Malang dalam mengungkap modus 

operandi tindak pidana perjudian dan apa saja kedala-kendala yang dihadapi 

Polwil Malang dalam mengungkap kasus tindak pidana perjudian. Hasil  dari 

penelitian tersebut yaitu ada sembilan jenis perjudian yang ada di wilayah 

Kabupaten Malang dengan berbagai modus operandi atau permainan perjudian 

yang berbeda-beda diantaranya dengan menggunakan kupon, dadu, kartu atau 

langsung dengan menyerahkan taruhannya. Upaya yang dilakukan diantaranya 

melakukan lidik, mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah yang 

disinyalir sebagai tempat yang rawanakan tindak pidana perjudian, ikut bermain 

judi, melakukan penyamaran, melakukan pengintaian, penggrebekan, menangkap 

                                                             
13 Cecilia Bhekti, “Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto 

Gelap (Togel) Di Kalangan Masyarakat (Studi Di Polres Malang),” skripsi Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya Malang, (2008). 
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tersangka, menyita barang bukti, melakukan razia dan melakukan sosialisasi dan 

penyuluhan terhadap masyarakat yang kurang mengerti akan dampak negatif dari 

perjudian.  

 Kendala yang dialami antara lain masih banyaknya masyarakat yang 

menyukai perjudian, kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam 

memberikan informasi mengenai perjudian, terbatasnya atau kurangnya personil 

untuk melakukan razia dan ditambah pula dengan kurangnya dukungan sarana 

yang dimiliki oleh pihak kepolisian, vonis yang terlalu ringan dan sering 

dikembalikannya Berita Acara Pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum kepada 

penyelidik dengan alasan bahwa alat bukti belum begitu lengkap.14  

 Skripsi karya Sri Rejeki  Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta tahun 2010 yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan 

Dunia Maya (Studi Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan rumusan 

masalah yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh polda Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam tindak pidana kejahatan dunia maya dan hambatan 

apa saja yang mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Hasil penelitian 

tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu penegakan hukum terhadap kejahatan 

dunia maya yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan 

melalui dua cara yaitu secara preventif dan represif. Secara preventif dilakukan 

dengan cara kerja sama dengan pihak terkait misalnya dengan pengusaha warung 

internet dalam hal pengawasan dan pencegahan terjadinya kejahatan/pelanggaran 

                                                             
14 Moh Arif fahlevianto R, “Upaya Polri Di Dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak 

Pidana Perjudian (Studi Di Sub.Bag Reskrim Polwil Malang),” skripsi Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya Malang, (2008). 
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di dunia maya, dengan pihak kantor pos atau pun dengan perusahaan jasa 

pengiriman melalui pegawasan dan koordinasi terhadap barang mencurigakan dari 

luar negeri maupun dengan pihak lainya.  

 Sedangkan upaya hukum represif dilakukan dengan memproses segala 

tindak pidana di dunia maya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kendala yang 

dihadapi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kejahatan dunia maya 

sangat berkaitan dengan sumber daya manusia penegak hukumnya (aparat yang 

menangani). Kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang ada menjadi tidak 

sebanding dengan pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi 

yang berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan dunia maya. 

Selain itu, kehadiran saksi dan korban juga menjadi kendala tersendiri dalam 

penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya oleh Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta.15 

 Skripsi karya Hendrawan Aulia Akbar Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia Tahun 2011 dengan judul Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet dan 

Penegakan Hukumnya. Skripsi tersebut dilakukan dengan penelitian pustaka 

(library research) dengan rumusan masalah apakah penegakan hukum dalam 

tindak pidana perjudian melalui internet sudah sesuai dengan pasal 27 ayat 2 UU 

ITE dan menghasilkan kesimpulan yaitu ketiga unsur dalam Pasal 27 ayat 2 UU 

ITE adalah setiap orang yang sengaja dan tanpa hak, yaitu pertama, 

mendistribusikan, kedua, mentransmisikan, ketiga, membuat dapat diaksesnya 

                                                             
15 Sri Rejeki, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Studi Kasus Polda 

Yogyakarta),” skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2010). 
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informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. 

Hubungan rumusan tindak pidana perjudian online dalam Pasal 27 ayat (2) UU 

ITE dikhususkan untuk menjerat pelaku perjudian serta penyedia jasa perjudian 

tersebut yang dilakukan melalui dunia maya, sedangkan untuk perjudian biasa 

yang tidak dilakukan melaui media komputer atau dunia maya, maka pelaku 

dijerat dengan Pasal 303 KUHP. 

  Penegakan hukum yang selama ini dilakukan hanya sebatas pada para 

pelanggan perjudian. Penelitian tersebut merekomendasikan agar penegakan 

hukum terhadap tindak pidana perjudian online ke depan diharapkan dapat 

menerapkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE karena pelaku kejahatan terutama pelaku 

kejahatan cyber gambling pada saat ini semakin marak. Aturan mengenai 

perjudian online hendaknya dipertegas mengenai siapa-siapa saja pihak yang turut 

serta terlibat dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan pidana dalam UU 

ITE. 16 

 Dari beberapa literatur skripsi yang disebutkan di atas, belum ada yang 

melakukan pembahasan tentang upaya polri dalam penanggulangan tindak pidana 

perjudian online oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih mendalam tentang penanggulangan perjudian online di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yang ada dalam 

telaah pustaka yaitu  penelitian ini  mengkaji tentang perjudian dengan sarana 

                                                             
16 Hendrawan Aulia Akbar, “Pidana Perjudian Melalui Internet Dan Penegakan 

Hukumnya”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2011). 
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internet (online) yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penelitian 

lapangan. 

F. Kerangka Teori  

 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud 

perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan 

mendapatkan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena 

permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan 

tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan 

antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan 

lainnya.17 Ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian konvensional 

adalah: 

a. Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 

c. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No 7 

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 

 Sedangkan untuk aturan yang mengatur tentang perjudian online yang 

merupakan perkembangan dari perjudian yaitu Undang-Undang No 11 tahun 2008 

                                                             
17 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998),  hlm. 

112. 
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tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (2) tentang 

perbuatan yang dilarang yang berbunyi:18  

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. 

Dengan ketentuan pidana Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:19 

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 

 

 Dalam peraturan perundang-undangan telah disebutkan bahwa perjudian 

online merupakan sesuatu yang dilarang. Untuk mengkaji dan membahas lebih 

dalam tentang bagaimana upaya Polri dalam penanggulangan perjudian online 

digunakan teori-teori hukum pidana yang dapat menganalisis penelitian tersebut. 

Teori Kebijakan Kriminal 

 Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, 

yaitu: 20 

a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi 

dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana: 

                                                             
18 Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang  No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 
 
19

 Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang  No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 

 
20 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hlm. 113-

114. 
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b. Dalam arti luas, ialah keseluruan fungsi dari aparatur penegak hukum, 

termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi: 

c. Dalam arti paling luas (yang ambil dari Jorgen Jepsen), ialah seluruh 

kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-

badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral 

dalam masyarakat. 

 Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan atau tindak 

pidana pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari 

upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai 

kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.21  

 Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (social defence policy) 

salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana 

atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk 

mencegah dan menanggulangi tindak pidana atau kejahatan ini termasuk dalam 

wilayah kebijakan kriminal (criminal policy).22 

                                                             
21 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan 

penyususnan konsep KUHP baru) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 4. 
 
22 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 77. 
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 Masalah sentral yang digunakan dalam kebijakan kriminal dengan 

menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:23 

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana; 

2. sanksi apa yang paling baik dikenakan pada pelanggar. 

 Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan 

lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan, 

pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan yang terjadi, sedangkan jalur non 

penal lebih menitik beratkan pada sifat preventive (pencegahan, penangkalan, 

pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara 

kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya  juga dapat dilihat sebagai 

tindakan preventif dalam arti luas.24 Mengingat upaya penanggulangan kejahatan 

lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan atau 

tindak pidana, maka tujuan utamanya adalah faktor-faktor kondusif penyebab 

terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah 

atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan 

kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan 

global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari seluruh 

upaya politik kriminal.25 

                                                             
23 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai … , hlm. 30.  
 
24 Ibid., hlm. 42. 
 
25 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan 

penyususnan konsep KUHP baru), hlm. 42. 
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 Jadi, kebijakan hukum pidana (penal policy) atau penal-law enforcement 

policy operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi 

(kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi 

(kebijakan eksekutif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan 

tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan 

melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif 

merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan 

dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.26 

 Dalam penelitian ini penyusun melakukan penelitian dalam tahap eksekusi 

(eksekutif) atau pelaksanaanya di lapangan yaitu bagaimana upaya yang dilakukan 

oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana 

perjudian online. 

G. Metode Penelitian 

 Untuk lebih jelasnya metode penelitian dibagi dalam beberapa kelompok 

diantaranya sebagai berikut. 

1. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan 

pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan 

terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan 

maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada 

                                                             
26 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan,hlm. 78-79. 
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identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah upaya 

penanggulangan perjudian online yang dilakukan oleh Polda Daerah 

Istimewa Yogyakarta.27 Jadi secara yuridis perjudian online dikaitkan 

dengan aturan hukum yang ada pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 

11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, kemudian 

secara sosiologis perjudian online dikaitkan dengan keadaan nyata yang 

terjadi dalam masyarakat. 

2. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang data maupun referensinya bersumber dari 

lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan 

penyusunan kembali atas semua data atau referensi yang telah 

dikumpulkan. Peneliti mencari data tentang perjudian online langsung 

pada Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penganalisaan data  

untuk menggungkap, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah 

tentang upaya penanggulangan perjudian online secara obyektif dari obyek 

yang diteliti.28 

                                                             
27

 Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 
1986), hlm. 10. 

 
28 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1998), hlm. 31. 
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4. Sumber Data 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui    

interview atau wawancara langsung dengan narasumber yaitu Kanit VC 

(perwakilan pengawas penyakit masyarakat) di Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan responden yang terdiri dari pakar Teknologi 

Informatika dan pelaku perjudian online.29 

b. Data Sekunder yaitu data-data yang berupa bahan hukum yang 

diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku hukum, penelitian terdahulu, 

dokumen-dokumen, makalah-makalah, dan artikel-artikel yang terkait 

dengan penanggulangan perjudian online yang diteliti.30 

c. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti bahan dari 

internet, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.31 

5. Teknik Pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua bagian yaitu  

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari subyek penelitian untuk 

memperoleh data secara langsung ataupun secara tidak langsung di 

antaranya: 32 

                                                             
29 Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian …, hlm. 51. 
 
30 Ibid., hlm. 52. 
 
31

 Ibid. 
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1. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung kepada pihak yang diwawancarai. Peneliti dalam 

hal ini melakukan wawancara di antaranya kepada kepolisian, 

pelaku, dan Pakar IT. 

2. Obeservasi adalah pengumpulan data dimana peneliti mengadakan 

pengamatan langsung di lokasi yang diteliti. 

3. Dokumentasi dilakukan atas pengumpulan bahan-bahan hukum 

yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni 

dengan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan 

penelitian yaitu peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-

buku, artikel dan berita-berita dalam surat kabar atau majalah, 

ensiklopedia, kamus dan dokumen putusan pengadilan yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

6. Analisis Data 

  Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder 

kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif yaitu metode analisa data 

dengan cara memaparkan semua data yang kemudian dianalisis dan 

akhirnya dibentuk suatu kesimpulan.33 

 

                                                                                                                                                                       
32 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 

59. 
 
33

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 
hlm. 34. 
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H. Sistematika Pembahasan 

 BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, sifat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian (meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sifat 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data) dan sistematika 

pembahasan.  

 BAB II  Tinjauan umum tentang Polri, wewenang dan tujuan Polri, tinjauan 

umum tentang perjudian, dan memberikan penjelasan tentang tindak pidana 

perjudian online. 

 BAB III  Menjelaskan mengenai kajian teoritis tentang tindak pidana, unsur 

tindak pidana, penanggulangan kejahatan yang berisi teori penanggulangan 

kejahatan, teori kebijakan kriminal, teori penegakan hukum, dan teori sistem 

hukum. 

 BAB IV  Bagaimana penegakan hukum dan upaya yang dilakukan oleh 

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian 

online dan hambatan yang di alami oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 

dalam menanggulangi perjudian online yang terjadi di kalangan masyarakat. 

 BAB V Kesimpulan dari kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan 

permasalahan yang menjadi kajian serta saran dari pemikiran dari penyusun. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan 

analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perjudian online merupakan perjudian yang dilakukan dengan sarana 

internet (online). Dalam penegakan hukum perjudian online pihak 

kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat berbuat 

banyak dikarenakan lingkup operasional perjudian online sangat luas 

dan keterbatasan sumber daya aparat kepolisian tidak sebanding 

dengan perkembangan perjudian online yang sangat cepat. Penegakan 

yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya 

penyelidik menyamar ikut bermain judi online untuk memperoleh 

identitas pelaku atau bandar, melakukan penyidikan dan konsultasi 

dengan pakar IT. Upaya penanggulangan perjudian online oleh pihak 

kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan cara 

represif dan preventif. Penanggulangan represif diantaranya melakukan 

penyelidikan, penyidikan dan penyergapan. Penanggulangan preventif 

diantaranya pendeteksian, pendataan terhadap situs perjudian online 

kemudian data yang diperoleh kemudian disampaikan ke Mabes Polri 

dan Menkominfo untuk dilakukan pemblokiran serta melakukan 

operasi pekat dan membentuk tim khusus perjudian online. 
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2. Dalam prakteknya dari upaya penanggulangan represif dan preventif 

banyak menemui hambatan dikarenakan masih terdapat beberapa 

aspek yaitu, sulitnya menemukan barang bukti, saksi dan pelaku 

perjudian online.  Nomor rekening pelaku dilindungi oleh kerahasiaan 

bank (Peraturan Bank Indonesia No 2/19/PBI/2000 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis 

Membuka Rahasia Bank). Keterbatasan kewenangan pihak kepolisian 

dalam menindak lanjuti indikasi perjudian online dikarenakan 

servernya terletak di luar wilayah yuridiksi Negara Indonesia. 

Sehingga pihak kepolisian hanya dapat melakukan penindakan sebatas  

pada bandar-bandar kecil yang menginduk dari bandar besar yang 

terdapat pada situs-situs judi online. 
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B. Saran 

1. Pihak kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

menanggulangi dan memberantas perjudian online diperlukan 

keseriusan untuk lebih membekali pengetahuan tentang kejahatan 

dunia maya (online) dan untuk dapat melakukan kerjasama dengan ahli 

informatika (IT) agar dapat terlaksana penegakan hukum perjudian 

online yang lebih optimal. 

2. Untuk Pemerintah khususnya Menkominfo agar dengan segera 

melakukan pemblokiran situs-situs yang bermuatan judi dikarenakan 

pertumbuhan situs judi yang  pesat dan menutup segala kemungkinan 

cela-cela dari situs judi online agar tidak dapat dengan mudah di akses 

di internet. 
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